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BAB. III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang 

menelantarkan anaknya di dalam rumah tangga yang didapat dari 

penelitian adalah diadili di pengadilan, yang kemudian dijatuhi hukuman 

baik oleh hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi maupun 

Mahkamah Agung adalah berupa pidana penjara atau pidana kurungan 

dan/atau pidana denda. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Hakim 

karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal-pasal 

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam menangani anak yang menjadi 

korban penelantaran orang tuanya, yakni sebagai berikut : 

a) Perlindungan dari ibu; kebanyakan kasus penelantaran dilakukan oleh 

ayah, sehingga anak untuk selanjutnya dinafkahi, dirawat atau 

dipelihara oleh ibunya. 

b) Perlindungan dari keluarga dekat; anak kemudian diasuh oleh keluarga 

dekat orang tuanya. 

c) Perlindungan dari Dinas Sosial; anak dirawat dan dipelihara oleh dinas 

sosial sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, yang dilakukan 

dengan cara memberikan bekal keterampilan, pembinaan rohani, 
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perawatan dari psikolog untuk menghilangkan trauma oleh karena 

orang tuanya dan untuk kemudian dikembalikan lagi pada masyarakat. 

3. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum 

efektif dalam menangani kasus penelantaran anak di dalam rumah tangga, 

mengingat belum memberikan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jumlah penelantaran anak yang semakin meningkat setiap 

tahunnya. 

 

B. SARAN 

Aturan-aturan yang tersebut di atas belum memberikan efek jera bagi 

pelaku tindak pidana penelantaran anak oleh orang tuanya di dalam rumah 

tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa data yang telah di dapat oleh 

penulis mengenai  jumlah tindak pidana penelantaran anak, yang dari tahun ke 

tahunnya cenderung meningkat. Perlu adanya pembaharuan di bidang legislasi 

berupa pembentukan peraturan perundang-undangan baru, untuk menuntaskan 

masalah penelantaran anak. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai kontrol 

sosial dalam penuntasan masalah penelantaran anak juga diperlukan, apabila 

pembaharuan di bidang legislasi yaitu berupa pembentukan peraturan 

perundang-undangan baru belum dapat terealisasi. 

Bentuk perlindungan hukum mengenai penanganan anak korban 

penelantaran oleh orang tua perlu lebih dioptimalkan lagi dan ditanggani 

dengan lebih cepat, agar penderitaan yang dialami oleh anak tersebut tidak 

berlarut-larut dan tidak menimbulkan efek yang lebih dalam lagi terhadap 
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psikologis anak. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas 

Sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah, LSM dan masyarakat dalam 

mengupayakan perlindungan terhadap anak korban penelantaran oleh orang 

tua. 

Dengan penanganan yang lebih baik lagi, dalam penindakan pelaku 

maupun dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban, diharapkan anak-

anak dapat terhindarkan dari tindakan pidana penelantaran oleh orang tuanya. 

Selain itu, diharapkan pula kesejahteraan anak-anak di negara ini dapat lebih 

ditingkatkan lagi, sebab kesejahteraan anak akan membawa negara kita 

kepada pemerintahan yang baik dan kemakmuran bagi negara kita ini. 
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